
BUPATI LUWU UTARA 

PERATURAN BUP ATI LUWU UT ARA 
NOMOR 25 TAHUN2014 

TENT ANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
KABUPATEN LUWUUTARA TAHUN2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU UT ARA, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 285 
dan Pasal 286 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Luwu Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3826); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 



·' 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4663); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 

7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 
tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 
91); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310 ); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 .tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja 
Pembangunan Daerifu Tahun 2014; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan 
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Nornor 5 Tahun 2011 tentang Rencana 
Pernbangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 - 2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Tahun 2011 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran 
Daerah kabupaten Luwu Utara Nornor 215); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Nornor 6 Tahun 2011 tentang Rencana 
Pernbangunan Jangka Menegah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 - 
2015 (Lernbaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2011 Nornor 6, Tarnbahan 
Lernbaran Daerah kabupaten Luwu Utara 
Nomor 216); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lernbaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 
Nomor 8) 

15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 
2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nornor 
34). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG 
PERUBAHAN REN CANA KERJA 
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWU 
UTARA TAHUN 2014 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

Unsur Penyelenggara Pernerintah Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disingkat DPRD 

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
urusan pemerintah daerah. 



6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 
EAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan 
yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasi penyusunan, 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun yang terhitung mulai tahun 2010 sampai 
dengan tahun 2015. 

8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2014 sebagai penjabaran dari 
RPJMD 2010-2015 yang dimulai tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir 
pada tanggal 30 Desember 2014. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APED adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 
Kabupaten Luwu Utara, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

10.Rancangan Anggaran Pendapatan dan Eelanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat RAPED adalah Rencana Keuangan Tahunan 

11.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD. 

10.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah selaku Pengguna 
Anggaran/Eiaya. 

Pasal 2 
Perubahan RKPD Tahun 2014 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD 
Tahun 2014, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi-asumsi 
dari RKPD Tahun 2014 yang meliputi: 
a. perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendapatan; 
b. prioritas dan sasaran pembangunan dan; 
c. rencana program dan kegiatan prioritas daerah. 

Pasal 3 
(1) Perubahan RKPD Tahun 2014 berisi pedoman, arahan dan acuan bagi 

penyelenggara pemerintah dan pembangunan di daerah pada tahun 
2014 dengan memperhatikan asumsi-asumsi sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2. 

(2) Perubahan RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disusun sistematika sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
BAB II: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN 

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARASN PEMERINTAH 
BAB III : PERUBAHAN RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN 

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 
BAB IV: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 
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BAB V : PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 
PRIORITAS DAERAH 

BAB VI: PENUTUP 

(3) Uraian secara rind Perubahan RKPD Tahun 2014 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tercantum dan dalam lampiran yang tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini, 

Pasal 4 

Perubahan RKPD Tahun 2014 digunakan sebagai: 

a. Instrumen pelaksanaan RPJMD; 
b. Acuan Penyusunan perubahan rencana kerja SK.PD, berupa program/ 

kegiatan SK.PD dan / atau lintas SK.PD; 
c. Konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD; 
d. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; 
e. Landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran {KUA) dan Plafon 

Prioritas Anggaran Sementara {PPAS) Perubahan untuk menyusun 
perubahan APBD Tahun Anggaran 2014; dan 

f. Pedoman dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Luwu Utara. 
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Diundangkan di Masamba 
pada tanggal 19 Juni-·- , 2014 

SEKRETARIS DAERAH 
KAB ATEN LUWU UTARA, 

MUDJAHIDIN IBRAHIM 

Ditetapkan di Masamba 
pada tanggal 19 Juni .. · · 2014 

BUPATI LUWU UTARA, 'r 

DERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 25 


